PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT

Sari B 1tgl.

SURABAYA

26 July 199896 No.Z2

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II1 SURABAYA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 7 TAHUN 1395
TENTANG
IZIN DISPENSASI AONGKAR MUAT
UNTUK MOBIL BARANG PADA JALAN-JALAN TERTENTU
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESs

WAL IKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA

> a. hahwa dalam rangka maningkatkan ketertiban,
kelancaran arus Izlu  Tintas dan mengurangi
kerusaxkan ialan sebagai akibat kegiatan bongkar
muat barang, dipandang perlu meninjau kembali
ketantuan tentang Bongkar Muat sebagaimana telah
giatur dalam Peraturan Daerah Kotamadyva Daerah

Tingkat 11 Surabaya Nomor 17 Tahun 1878 yang telah
diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah

2 Tahunn 1991;:

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut
konsideran menimbang huruf a di atas serta
rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

dalam pemberian izin hongkar muart,

Nomor

pada
daiam

par i

menetapkan ketentuan tentang Izin Dispensasi
Bongkar Muat untuk mohil barang pada jalan-jalan

tertentu di Kotamadya Daerah Tingkat 11

Surabaya

dengan menuangkan dalam susatu Peraturan Daerah.

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1350

tentang

Pembentukan Daarah Kota Besar dalam 1ingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan

Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 12 Dri. Tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Retribusi Daerah jo. Undang-undang
NMomor 1 Tahun 1981

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Peamerintah di Dasrah;

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;

5. uUndang-~undang Nomar 8 Tahun 1981 tentan
Arvara Pidana
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Hukum



Dengan

Menetapkan

6. Undang-undang Nomor 14 Tanhun 1992 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan

-~

JaTan:

¥

B. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993

Frasarana dan Lalu Lintas Jalan;

Faraturan Pamerintah Nomor 26 Tahun 1985

tentang

tentang

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988

tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik

Pegawai

Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah:

10. Keputusan Menteri Da'tam Negeri Nomor
1990 tanrtang Sistem dan Prosedur

102 Tahun
Perpajakan,
Retribusi [aerah dan Pendapatan Daerah

tainnya,

serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di

Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat 11

wilavah Indonesia;

11. Kebutisan Menteri Perhubungan Nomor KM
1883 tentang Penyalenggaraan Angkutan
Jalan:

sejuruh

63 Tahun
Barang di

12. Keputusan Menteri Dalam Neger+i Nomor 84 Tahun 1993

tentang Beantuk Peraturan Daerah dan
Daerah Ferubahan;

Peraturan

13. Peraturan Daeranh Kotamadya Daerah Tingkat II

Burabaya Nomor 23 Tahun 1387 tentang

FPegawail Negeri Sipil di 1ingkungan
Kotamadya Daerah Tingkat IJ Surabaya.

Penyidik

Pamerintah

persetujuan Dewan Parwakilan Rakvat Daerah Kotamadya
ODaarah Tingkat I Surabavya.

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAFRAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TENTANG IZIN ODISPENSASI RONGKAR MUAT UNTUK MOBIL
BARANG PADA JALAN~JALAN TERTENTU DT KOTAMABYA DAERAH

TINGKAT T1 SURABAYA.
BRAR I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan [Daerah 1ini yang
dengan:

a. Peamarintah Daerah, adatah Pamerintah
Daerah Tingkat 11 Surahaya;

dimaksud

Kotamadva



—
el
ey

{1}

walikotamadya Kepala Daerah, adalah walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;

Izin Dispensasi Bongkar Muat, adalah dizin  yang
diberikan oileh Walikoramadya Kepala Daerah untuk
metakukan bonglkar muat pada jalan-jalan tartentu
di wilayvah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabaya;

Mobil Barang, sadatah mcobil harang yang Muatan
Sumby Terberat { MST )} wmulai dari 2,2 ton
sampai dengan 2 ton.

BAB 11
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal Z

Setiap Kegiatan Bongkar Muat Barang termasuk 9
bahan pokck pada jalan—-jalan tertantu di Kotamadya
Daerah Tingkat 11 Surabaya harus memperaieh izZin
dari Walikotamadya Kepala Dasrah:

I7zin dimaksud pada avat {1} pasat 1ini diberikan
kepada pemiiik mobil barang yang bersangkutan;

Untuk memperoieh izin dimaksud pada avat (1} pasal
ini yvang bersangkutan harus mengajukan permochonan
secara tertulis kepadsa Walikotamadya Kepala Daerah.

W

Pasal
Permohonan dimaksud dalam pasal 2 ayat (3)
Peraturanr Daerah ini harus gdilampiri dengan :
a. Foto capy STNK { Surat Tanda Nomor Kendaraah };
b. Foto copy STUK { Surat Tanda Uji Kendaraan );
¢. Rekomandassi dari Satlantas Folwiitabes

Surabaya.

Tata cara pengajuan bpermohonan dan pelayanan ~ I7in
Rongkar Muat ditetapkan labih Tanjut aish
Walikotamadya Xepala Daerah;



Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasai 2
ayvat (1) Peraturan Illaerah ini tidak berlaku untuk
kagiatan bongkar muat 9 bahan pokok pada hari-hari
tartentu yang diteftapkan cleh Pemerintah;

RARB I1i
KEWAJIBAN PEMEGANG TIZIN
Pasal )
{13 Dalam metaksanakan kegiatan hongkar muat ,

pemegang 1zin diwaiibkan

a. Mematuhi peraturan talu lintas untuk kelancaran
Talu iintas;

o. Menempelkan Surat I1zin pada kaca depan mobil
barang vang bsrsangkutan;

c. Mematuhi semua ketentuan yang tercantum
dalam Surat Izin.
BAB 1V
MASA BERLAKUNYA SURAT IZIN
Pasal g
/1) Masa berlaku Surat Izin Bongkar Muat dibedakan

a. Berjaku 1 (satu) mingau dan dapart
diperpanjang;

b. Berlaku 1 (satu)} bulan dan dapat diperpanjang;

[2) Setiap kali perpanjangan berlaku untuk 1 (satu)
minggu atau 1 {(satu) bulan berikutnya;

{3) Tata c©ara perpanjanganh Surat Izin ditetapkan
lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
BAR V
AENTUK DAN PENANDA TANGANAN SURAT IZIN
Pasal 7
(1) Bantuk Surat Izin ditetapkan oleh Walikotamadya
kepala Dasrah sesuai dengan ketentuan vany

hertakiu;

{2) Katentuati. ....... w e



(2] Ketentuan penanda tanganan Surat Izin dan Tanda
Izin ditetapkan lebih JTanjut nleh Walikotamardva
Kepala Daarah.

BAB VI
KETENTUAN RETRIBUST

Pacsal 8

{1} Atas pemberian Izin Bongkar Muat dikenakan
pemunguTan retribusi dengan ketentuan -

a. uUntuk 8 bahan pokok,pupuk dan bahan bangunahn
1. Surat Izin vang bheriaku 1 ({satu} minggu
sehesar Bp. 2500.00 (Duz ribuy lima ratus
rupiahy;

2. Burat 1Izin vang hearlakue 1 {satu} buian
sehesar Rp. 7500,00 (Tujub ribu Tima ratus
rupiahl;

h. Untulk barang keloniong dan barang mewah

1. Surat izin vang berlakue 1 {satu) minggu
sehesar Rp. 500G,00 {Tima ribu rupian);

fan]

Surat 1zin yang Gertaku 1 {satu) bulan

sebesar Rp.10.000,00 {sepuluh ribu rupiah);

{Z) Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasa! ini  harus
dibayvar lunas sebelum Surat Izin diberikan.

Pasal 9

(1) Pemungutan retribusi dimaksud dalam pasal 7
Peraturan Daerah ini dilaksanakan olah Bagian
Perekonomiarn di bawah koordinas: Dinas Pendapatan
Daerakh Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

{(7) Tata cara pembavaran retribusi dimaksud pada ayat
(1) pasal 1ini ditetapkan oleh Walikotamadya

A S

Kapala Dasrah;
BAB VII
PENCABUTAN SuratT T7IH
Pasal 10

Surat lzin  Bongkar Muat  dapat di

ica e
walikotamadva Kepala Daesrah spabila  pemegang Surat
T¥in melanggar ketentuan terssbhut  dalam  pasal &
Peraturan Dasrab 1ni:



{13

(1}

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 11

Pelanggaran atas ketentuan tersebut dalam
pasal 2 ayvat (1) Peraturan Daerah 1ini diancam
dengan pidana kurungan selama-lamanva 2 {(tiga)
bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00

A}

{ Lima puluh ribu rupian };

Tindak pidana dimaksud pada ayat (1} pasal ini,
adaiah pelanggaran:

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

Selain Penyidik uUmum yang bertugas menyidix
tindak pidana, penyidikan atas +tindak ©idana
sehbagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan
Daerah 1ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik
Pegawai MNegeri Sipil di lingkungan Pemsrintah
Daesrah, vyang pengangkatannya ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku;

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat
sebagaimana dimaksud pada avatr (1) pasal dini
berwenang

a. Manerima faporan atau pengaduan dari
saseorang tantang atlanva tindakan pidana;

. Melakukan tindakan pertama pada saat jtu
ditempat kejadian dan melakukan pemariksaan;

¢. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan
memeriksa tanda pengenal diri tersangka:

4. Melakukan penyitaan benda atau surat;
g. Mengambil sidik jari danh memoctret seseorang;

f. Memanggi! orang untuk didengar dan diperik=a
sehagai tersangka atauw saksi:

Mandatangkanrn orang ahli yang diperiukan dalam
hubungannya dengan nemeriksaan perkara;

[{#]

h. Mengadakan. .........-....



h. Mengadakan penghentian penvidikan setelah
mendapat petunjuk dari panyidik umum bahwa
tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
tarsebut bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya melalui penyidik umim
memberitahukan bhal tersebut kepada penuntut
umum, tersangka atau keluarganya;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum vyang
dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 13

Samua Surat Izin Bongkar Muat ¥ang
dtkeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1978 vyang
diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah 7Tingkat JI Surabaya Nomor 2 Tahun 1887
dinyatakan tetap berlakuy sampai habis masa berifaku
Surat Izin yvang bhersangkutan.

Pasal 14
Hat ~ hal yang helum cukup diatur dalam
Peraturan Daearah ind, sapanjang mengenai

pelaksanaannya akan ditetapkan Tlebih lanjut oleh
Walikotamadya Xepala Daerah.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Dasrah 1ini,
Peratiuran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IT Surabava
Nomor 17 Tahun 1978 tentang Bongkar Muat Untuk Truk
Dan  Mobil Bi1s Pada Jalan-Jalan di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat IJ BSurabava vang diubanh dendgan
Peraturan Daarah HKotamadya Daerah Tingkat 11
Surabaya Nomor Z Tahun 1851 tentang Perubahan Pertama
Peraturan Daarah Kotamadya Daerah Tingkat IJ Surabava
Nomor 17 Tahun 1878 tentang Bongkar Muat Untuk Truk
Dan Mabi!l Bis Pada Jalan-Jalan Di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya dinyatakan dicabur dan
tidak bsirlaku tagi;

Pasal 1B . e e e



Pasal 16

FPeraturan Daerah 1ini mula’l berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Dasrah, dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat 11 Surabava.

Ditetapkan di SURABAYA

pada tanggal 18 Maret 1896
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTYAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAR TINGKAT 1] SURABAYA TINGKAT 11 SURABAYA
K etua,
tid ttd
HARJOSO SOEPENO H. JSUNARTO SUMOPRAWIRD.

KOL HB. NRP. 22027

Disahkan dengan fepuiusan Gubernur Xeputusan Gubsrnur Daerah YTingkat 1
Jawa Timur NomoT 321/P tahun 1298 tanggal 20 Juni 1996

A.n. Gubernur Kepa'ta Daerah Tingkat I
Jawa Timur
Asisien Ketata Prajaan

ttd

Drs. SOENARJO

Pambina Utama Muda
Nip. 510 G40 479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Tahun 1996 S=:1 B, pada tanggal Z6 Juli 1996 Nomor 2/B

"‘wsesuai dengan aslinya
F@iaris Kotamadya Daerah
Tinglat 11 Surabaya
KET %\agian Hukum

o AR U O, SH
CoPanata Tk.1
Nip. 510 028 283



11.

PENJELASARN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 SURABAYA
NOMOR 7 TAHUN 1995

TENTANG
IZIN DISPENSAST BONGKAR MUAT
UNTUK MOBIl. BARANG PADA JALAN~JALAN TERTENTU
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA

PENJELATAN  UMUM

Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai pengganti
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1978 yang telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1991,

Materi Peraturan Daerah ini telah disesuaikan dengan
perkembangan keadaan saat 1ini, yaitu baik Karena telah
dikeluarkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu
lintas dan Angkutan Jalan. Laju inflasi dan tingkat sosial
ekonomi masyarakat maupun kebutuhan Pemerintah Daerah dalam
membiayai pembangunan/pemeliharaan ialan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini gdiharapkan
kualitas pelayanan 1zin Dispensasi Bongkar Muat dan penertiban di
tapangan semakin meningkat yang pada akhirnya nanti kegiatan
bongkar muat meniadi Jebih tertib dan sekaligus dapat
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a sampai dengan ¢ : Cukup Jelas ;
huruf d : Bagi mob il baranrg dengan
Muatan Sumbu Terherat kurang
dari 2,2 Ton tidak diwajibkan
untuk Izin sehagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah ini dan
bagi mobi ] barang dengan
Muatan Sumbu Terberat Tebih
besar dari 8 Ton tidak dapat

dibarikan Izin sebagaimana
dimaksud daiam Peraturan
Dasrah ini, akan tatapi

diarahkan untuk bongkar muat
di Cargo Terminal atau tempat
1ain;

Pasal 8 ayat (1) : Yang dimaksud dengan barang
kelontong dan barang mewah
adalah barang keputuhan
rumah tangga, barang
konsumtif dan barang lain
vang tidak tarmasuk 9§  hahan
corok,  bkanan  Langurar don
cupuk ;

Pasal 8 sampai dengan 18 : Cukup jesilas



